ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik
Dalam Proses Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (Studi Di KPU
Kabupaten Tulungagung)” Ini ditulis oleh Fitria Laksmana Putri, NIM
12103183046, Prodi Hukum tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri
(UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, dibimbing oleh
Muksin, M.H.
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Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyak dijumpai masyarakat yang
tidak dapat mendaftarkan diri menjadi calon ASN, PPK, PPS, dan KPPS dimana
alasan utamanya dikarenakan nama mereka terdaftar dalam keanggotaan Partai
Politik calon peserta Pemilu tahun 2024, sedangkan mereka merasa tidak pernah
mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Politik. Yang kemudian masyarakat
mendatangi kantor KPU Kabupaten Tulungagug untuk mengajukan pengaduan
terkait hal tersebut dengan harapan nama mereka dapat dihapuskan dari
keanggotaan Partai Politik yang terdaftar pada Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).
Bagaimanakah pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik
menjelang Pemilu Tahun 20247 2). Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten Tulungagung? 3). bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia
terkait dengan permasalahan pencatutan nama masyarakat oleh Partai Politik?.
Adapun Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa tentang permasalahan
pencatutan nama, Langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh KPU
Kabupaten Tulungagung, Dan perspektif hukum positif di Indonesia terkait
permasalahan pencatutan nama masyarakat oleh Partai Politik yang terjadi
menjelang proses Pemilihan Umum Di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan
teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan
sekunder serta pendekatan empiris yang melihat langsung keadaan sebenarnya di
lapangan. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah 1). Pencatutan nama dan data
pribadi merupakan sesuatu yang salah, Di Kabupaten tulungagung tercatat
sebanyak 469 orang yang telah melakukan pengaduan kepada KPU. 2). KPU
Kabupaten yang telah melakukan upaya preventif (memberikan himbauan dan
sosialisasi) dan represif (membuat posko aduan masyarakat) terkait permasalahan
pencatutan nama sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.. 3). Pada Undang-undang No 27 Tahun 2022
telah mengatur tentang konsekuensi pencatutan data pribadi, yakni sanksi
administratif (pada pasal 57) serta ketentuan pidana (pada pasal 67 sampai pasal
73). Sayangnya hal itu belum dapat diterapkan karena Undang-undang itu baru
diberlakukan pada Oktober 2022, sedangkan pendaftaran Partai Politik dilakukan
pada Agustus 2022.
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ABSTRACT

Sarjana’s thesis title is “People’s name profiteering as the Political Party Member
for the Election Entrant Confirmation (Case Study at KPU Kabupaten
Tulungagung) was written by Putri, Fitria Laksmana, Student No
12103183046, Constitutional Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, by Muksin, S.H., M.H.

Keywords: Name Profiteering, Political Party Information System, Election

This Sarjana’s thesis is conducted by a problem found in society that
numerous people couldn’t pass the ASN, PPK, PPS, and KPPS entrance
requirements because their names are registered as political party members,
whereas they are never participating in any political party. The people then pay a
visit to the KPU Kabupaten Tulungagung to fill out the complaint, expecting that
their name could be deleted from the Political Party Information System (SIPOL).

Statement of the problem: 1) How does profiteering happen on the election
entrant confirmation? 2) How did KPU Tulungagung take the next step when the
profiteering happened? 3) How did the profiteering happen to the people by the
political party on the Indonesian law perspective regarding the lus constitutum
phrase? The purpose of Sarjana’s thesis is to elaborate on the things that happened
regarding the people’s name profiteering by the political party, the KPU Kabupaten
Tulungagung’s act following the things that happened, and the Indonesian law
perspective by the phrase lus Contitutum regarding the things happened following
the election schedule.

This sarjana’s thesis is a qualitative research line with a qualitative
description method, referring to primary and secondary data with the empirical
approach by overlooking the things that happened naturally. The results of
Sarjana’s thesis are 1) People name profiteering is a wrong action, following the
statement at Kabupaten Tulungagung 469 name profiteered and already filled out
the complaint to the KPU Kabupaten Tulungagung. 2) KPU Kabupaten
Tulungagung has taken up a preventive and repressive mechanism by giving the
people information, and a complaint center regarding the things that happened
following the Act. 18 Undang-undang Tahun 2017 tentang Pemilu. 3) Refer to
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu’s consequence people’s
name profiteering having administrative punishment and repressive punishment.
However, the Act of the Law ruled started on October 2022, and the political party
registration did on August 2022.
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